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ABSTRAK
Penerapan kebijakan inklusif khusus untuk Indonesia disebabkan karena

masih banyaknya status unbankable hampir merata di semua daerah di Indonesia.
Bank Indonesia, OJK, dan Kementrian Keuangan bekerjasama menerapkan enam
pilar yang menjadi dasar penerapan kebijakan inklusif di Indonesia. Namun
kebijakan yang baru digagas tahun 2012 di bulan Juni ini masih terus mengalami
perkembangan pada penerapannya di lapangan. Dan penelitian yang telah
dilakukan terkait dengan penerapan kebijakan inklusif ini masih dilakukan oleh
para peneliti yang berasal dari pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
korelasi diantara faktor-faktor terkait inklusif keuangan dan pertumbuhan
ekonomi di Sumatera Utara periode 2008 sampai dengan 2015. Metode
pengolahan dan analisi data yaitu Analisis korelasi sederhana (bivariate
correlation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya jumlah tabungan dengan
jumlah kantor cabang bank, jumlah pinjaman (investasi, konsumsi, dan modal
kerja), dan PDRB yang memiliki hubungan korelasi sangat kuat dan signifikan.
Sedangkan jumlah tabungan dengan jumlah penyaluran kredit UMKM dan jumlah
angkatan kerja memiliki hubungan korelasi yang rendah dan tidak signifikan.

Kata Kunci : Jumlah tabungan, jumlah kredit UMKM, jumlah angkatan kerja,
jumlah pinjaman (investasi, konsumsi, dan modal kerja), PDRB

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian
suatu negara akan dipengaruhi
beberapa faktor, baik yang berasal
dari dalam negeri maupun faktor
yang berasal dari luar negeri. Salah
satu faktor yang mempengaruhi
perkembangan perekonomian
tersebut adalah perkembangan
keuangan. Ketika keuangan suatu
negara berkembang maka akan
berdampak positif terhadap

peningkatan perekonomian. Dalam
hal pengembangan jasa keuangan,
Bank Indonesia, Kementerian
Keuangan dan OJK mempunyai
peran penting terhadap pelaksanaan
dan pengawasan regulasi sektor
keuangan di Indonesia. Bahkan
ketiga institusi tersebut telah
memiliki suatu suara terkait dengan
sinergi peran jasa keuangan dan
pengentasan kemiskinan. Perluasan
penggunaan jasa keuangan diyakini
berpengaruh terhadap penurunan
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tingkat kemiskinan di suatu daerah.
Dengan meningkatnya keterlibatan
seluruh lapisan masyarakat terhadap
jasa keuangan maka tingkat
kemiskinan akan menurun dan
peningkatan keuangan akan terjadi,
pada akhirnya akan bermuara pada
perkembangan perekonomian suatu
daerah/negara.

Kemiskinan salah satunya
disebabkan oleh terjadinya
kesenjangan pendapatan di
masyarakat. Negara anggota G20,
OECD, the World Bank, IMF, ADB,
dan Asean telah sepakat bahwa perlu
diberi perhatian penuh terhadap
kesejangan pendapatan masyarakat
untuk pengentasan kemiskinan.
Maka pada tahun 2012, Indonesia
telah sepakat bersama institusi
tersebut untuk meluncurkan strategi
nasional keuangan inklusif yang
akan menjadi acuan dalam strategi
pengentasan  kemiskinan di
Indonesia.

Keuangan inklusif pada
dasarnya merupakan upaya yang
disusun secara bersama yang
bertujuan meniadakan bentuk
hambatan terhadap akses mayarakat
dalam memanfaatkan layanan jasa
keuangan dengan biaya terjangkau.
Bank Indonesia telah menyampaikan
enam pilar yang menjadi dasar
pelaksanaan keuangan inklusif di
Indonesia. Ke enam pilar tersebut
meliputi: Edukasi Keuangan,
Fasilitas Keuangan Publik, Pemetaan
informasi keuangan,
kebijakan/peraturan pendukung,

fasilitas intermediasi & distribusi,
dan perlindungan konsumen.

Provinsi Sumatera Utara
termasuk pada provinsi yang
mengalami tingkat perkembangan
perekonomian yang cukup baik jika
dibandingkan dengan beberapa
provinsi di Indonesia. Tercatat
bahwa ibukota provinsi Sumatera
Utara merupakan termasuk kota
besar yang berpengaruh terhadap
perekonomian di Indonesia. Namun
berdasarkan data yang disampaikan
oleh Bank Indonesia, Sumatera Utara
masih dalam kategori unbankable.
Sumatera Utara  walaupun termasuk
provinsi yang memilki potensi
sumber daya ekonomi yang cukup
baik namun dalam hal penggunaan
jasa keuangan perbankan masih
dalam kategori rendah. Ini dapat
menjadi indikasi bahwa pemerataan
perekonomian di provinsi Sumatera
Utara belum merata, dan
pengetahuan mengenai jasa
perbankan juga belum terserap di
seluruh pelosok negeri.

Penelitian ini
menggambarkan beberapa faktor
yang dapat dipertimbangkan dalam
penerapan kebijakan keuangan
inkusif di Sumatera Utara. Faktor
yang diuji dalam penelitian ini
adalah : Jumlah simpanan /
tabungan, jumlah penyaluran kredit
UMKM, Jumlah Angkatan kerja,
jumlah kantor cabang bank, jumlah
pinjaman (modal kerja, konsumsi,
dan investasi) dan  Produk Domestik
Regional Bruto Atas Dasar Harga
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Konstan (PDRB DAHK) selama
kurun waktu 2008  hingga 2015.

METODE PENELITIAN

Peubah yang diamati atau
diukur: Jumlah simpanan / tabungan,
Jumlah penyaluran kredit UMKM,
Jumlah angkatan kerja,  jumlah
kantor cabang bank, jumlah
pinjaman (modal kerja, konsumsi,
dan investasi) dan Produk Domestik
Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan (PDRB DAHK). Metode
analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis korelasi
sederhana (bivariate correlation),
untuk melihat korelasi diantara
faktor-faktor terkait inklusif
keuangan dan pertumbuhan ekonomi
di Sumatera Utara periode 2008
sampai dengan 2015.

Penelitian ini dilakukan di
Sumatera Utara mulai dari tahun
2008 sampai dengan 2015. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh
dari Badan Pusat Statistik dan Bank
Indonesia.  Di samping itu untuk data
pendukung lainnya diperoleh dari
buku-buku, jurnal-jurnal, makalah,
dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data analisis
bivariate correlation dengan
menggunakan program SPSS tersaji
pada tabel di bawah ini :
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Correlations

tabungan kredit cabang
angkatan

_kerja pinjaman pdrb

tabungan Pearson Correlation 1 .339 .973** .115 .987** .899**

Sig. (2-tailed) .411 .000 .786 .000 .002

N 8 8 8 8 8 8

kredit Pearson Correlation .339 1 .236 .585 .272 .511

Sig. (2-tailed) .411 .574 .128 .514 .196

N 8 8 8 8 8 8

cabang Pearson Correlation .973** .236 1 .081 .973** .835**

Sig. (2-tailed) .000 .574 .848 .000 .010

N 8 8 8 8 8 8

angkatan_kerja Pearson Correlation .115 .585 .081 1 -.011 .118

Sig. (2-tailed) .786 .128 .848 .979 .780

N 8 8 8 8 8 8

pinjaman Pearson Correlation .987** .272 .973** -.011 1 .906**

Sig. (2-tailed) .000 .514 .000 .979 .002

N 8 8 8 8 8 8

pdrb Pearson Correlation .899** .511 .835** .118 .906** 1

Sig. (2-tailed) .002 .196 .010 .780 .002

N 8 8 8 8 8 8

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil analisis korelasi sederhana
(r) didapat bahwa :

a. Korelasi jumlah tabungan dan
jumlah penyaluran kredit UMKM
adalah 0,339. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi
hubungan yang rendah antara
jumlah tabungan dengan jumlah
penyaluran kredit UMKM.
Sedangkan arah hubungannya
adalah positif karena nilai r
positif. Ini berarti semakin tinggi
jumlah tabungan maka semakin

banyak kredit yang disalurkan
khususnya ke UMKM.

b. Korelasi jumlah tabungan dan
jumlah kantor cabang bank
adalah 0,973. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi
hubungan yang sangat kuat
antara jumlah tabungan dan
jumlah kantor cabang bank. Arah
hubungan yang positif berarti
bahwa semakin tinggi jumlah
tabungan maka semakin banyak
jumlah kantor cabang bank.
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c. Korelasi jumlah tabungan dan
jumlah angkatan kerja adalah
0,115. Hal ini menunjukkan
bahwa terjadi hubungan korelasi
yang sangat rendah antara
jumlah tabungan dengan jumlah
angkatan kerja. Sedangkan arah
hubungan adalah positif yang
berarti semakin tinggi jumlah
tabungan maka jumlah angkatan
kerja juga semakin tinggi.

d. Korelasi jumlah tabungan dan
jumlah pinjaman (Investasi,
konsumsi dan modal kerja)
adalah 0,987. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi
hubungan yang sangat kuat
antara jumlah tabungan dengan
jumlah pinjaman (Investasi,
konsumsi dan modal kerja).
Arah hubungan yang positif
berarti semakin tinggi jumlah
tabungan maka semakin banyak
jumlah pinjaman yang
diberikan.

e. Korelasi jumlah tabungan dan
PDRB adalah 0,899. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi
hubungan yang sangat kuat
antara jumlah tabungan dengan
PDRB. Arah hubungan yang
positif berarti semakin tinggi
jumlah tabungan maka semakin
tinggi PDRB.

Secara garis besar dapat diketahui
bahwa keseluruhan proksi penelitian
memiliki hubungan yang positif, baik
kuat maupun lemah.

Dari hasil uji signifikansi koefisien
korelasi sederhana (Uji t) didapat
bahwa :

a. Nilai signifikansi pada korelasi
jumlah tabungan dan penyaluran
kredit UMKM adalah 0,411 >
0,05 maka Ho diterima. Artinya
bahwa tidak ada hubungan
signifikan antara jumlah
tabungan dengan jumlah
penyaluran kredit UMKM.
Artinya jika semakin tinggi
jumlah tabungan maka tidak
akan berhubungan terhadap
tinggi rendahnya jumlah
penyaluran kredit ke UMKM.
Hal ini menunjukkan bahwa
kecenderungan pihak UMKM
terkait dengan penyaluran kredit
dari pihak bankmasih minim,
salah satunya terkendala
birokrasi atau persyaratan kredit
yang belum dapat dipenuhi oleh
pihak UMKM.

b. Nilai signifikansi pada korelasi
jumlah tabungan dan jumlah
kantor cabang bank adalah
0,000 < 0,05 maka Ho ditolak.
Artinya bahwa ada hubungan
yang signifikan antara jumlah
tabungan dengan jumlah kantor
cabang bank. Semakin banyak
jumlah kantor cabang yang
secara merata tersebar ke
pelosok nusantara maka akan
mendorong peningkatan jumlah
tabungan yang dihimpun bank.

c. Nilai signifikansi pada korelasi
jumlah tabungan dan jumlah
angkatan kerja adalah 0,786 >
0,05 maka Ho diterima. Artinya
bahwa tidak ada hubungan
signifikan antara jumlah
tabungan dengan jumlah
angkatan kerja. Ketika jumlah
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tabungan semakin tinggi tidak
akan berhubungan dengan
peningkatan atau penurunan
jumlah angkatan kerja. Secara
konsep, jumlah angkatan kerja
dapat meningkatkan
kecenderungan jumlah
tabungan, namun jumlah
tabungan belum tentu dapat
berhubungan dengan jumlah
angkatan kerja. Mengacu pada
hasil penelitian diatas dapat
dikatakan bahwa kecenderungan
masyarakat Indonesia yang
termasuk dalam kategori
angkatan kerja belum secara
maksimal memanfaatkan produk
tabungan sebagai pilihan solusi
idlecash. Bisa jadi masyarakat
lebih cenderung memanfaatkan
produk deposito atau investasi
riil seperti investasi properti
untuk solusi idlecash.

d. Nilai signifikansi pada korelasi
jumlah tabungan dan jumlah
pinjaman adalah 0,000 < 0,05
maka Ho ditolak. Artinya bahwa
ada hubungan yang signifikan
antara jumlah tabungan dengan
jumlah pinjaman. Ketika jumlah
tabungan mengalami
peningkatan maupun penurunan
maka akan berhubungan dengan
jumlah pinjaman yang
disalurkan ke konsumsi,
Investasi maupun modal kerja.

e. Nilai signifikansi pada korelasi
jumlah tabungan dan PDRB
adalah 0,002 < 0,05 maka Ho
ditolak. Artinya bahwa ada
hubungan yang signifikan antara
jumlah tabungan dengan PDRB.

Artinya jumlah tabungan yang
meningkat atau menurun akan
berhubungan dengan
peningkatan maupun penurunan
PDRB, dengan kata lain ketika
jumlah tabungan meningkat
maka akan berkaitan dengan
penurunan atau peningkatan
jumlah konsumsi, investasi,
pengeluaran pemerintah
provinsi, nilai ekspor dan impor
SUMUT.

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dipaparkan, maka kesimpulan
penelitian ini adalah :

1. Terdapat hubungan korelasi
yang rendah dan tidak
signifikan antara jumlah
tabungan dengan jumlah
penyaluran kredit UMKM.

2. Terdapat hubungan korelasi
yang sangat kuat dan
signifikan  antara jumlah
tabungan dengan jumlah
kantor cabang bank yang ada
di Sumatera Utara.

3. Terdapat  hubungan korelasi
yang sangat rendah dan tidak
signifikan antara jumlah
tabungan dengan jumlah
angkatan kerja.

4. Terdapat hubungan korelasi
yang sangat kuat dan
signifikan antara jumlah
tabungan dan jumlah
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pinjaman (Investasi,
konsumsi dan modal kerja).

5. Terdapat hubungan korelasi
yang sangat kuat dan
signifikan antara jumlah
tabungan dengan PDRB.

SARAN
Penelitian selanjutnya dapat

mengembangakan untuk wilayah
atau provinsi yang berbeda sehingga
penerapan keuangan inklusif secara
nasional dapat terpeta dengan baik.
Penelitian selanjutnya juga dapat
menggunakan variabel penelitian
yang lain. Pengembangan juga dapat
dilakukan dengan menggunakan
metode penelitian yang berbeda.
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